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NOMOR DPA SKpp | Formulir

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA -

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH x.xx|xx|00/00/ 6 | 1| SKPD
3.1

Provinsi/Kabupaten/Kota .......
Tahun Anggaran ......

Urusan Pemerintahan @ XXX ooveeeirerieeriiiins

Organisasi P 8.0, 8 < TR

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode . Jumiah
Rekening e (Rp)

2 3

EEEEEEEEEEEEEEEE R
CEEEEEEEFEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEFEEEERIL
RRRIERIRRRRIRERIRRREE R
R EEEEEEEEEEEEEE R

Jumlah Penerimaan

Rencana penerimaan per triwulan

........ ,tanggal...........
Triwulan I Rp oo, Mengesahkan,
Triwulan 11 Rp i, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan 111 1 s SO
Triwulan IV Rp ..., (tanda tangan)
Jumiah Rp..................
{(nama lengkap)

NIP.
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Cara Pengisian Formulir DPA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.

10.

11,
12,
13.

14,
15.

Nomor DPA - SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi
SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan
kode 00, nomor kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode
kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah dan nama
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.,

Organisasi diisi dengan nomor kade SKPD dan nama satuan kerja perangkat daerah

Kolom 1 (kode rekening) disi dengan dengan nomor kode rekening
kefompok/jenis/objek/rincian objek penerimaan pembiayaan .

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek penerimaan
pembiayaan,

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang
merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk
dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan
penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam
obyek penerimaan pembiayaan bersangkutan.

Baris jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan
pembiayaan.

Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan pembiayaan yang
diterima setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan.

Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana penerimaan pembiayaan.
Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4
dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan
anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan
mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.

Formulir DPA - SKPD 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA SKPD.
Formulir DPA - SKPD 3.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila Formulir DPA SKPD 3.1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut
halaman.

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA - SKPD 3.1.

Formulir DPA - SKPD 3.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan
mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai yang bersangkutan.
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G. FORMULIR DPA-SKPD 3.2

LOGO
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).......

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN ..........

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

NO DPA SKPD : ix.xx| xx {00{00| 6 | 2

URUSAN PEMERINTAHAN R X A e e s e e e e e e r e e s OO e
ORGANISASI HEED & ¢ & o QPR vareoseanmsasnssne sensureusssuennansen
PENGGUNA ANGGARAN
NAMA A oo cnusaus emrensestausnnrnssannsnanans Seseaneee ST
NIP I rseamasinseaserssunessnesastEnsnsanasnREnEBEesnaRRTITaTanunn revesusaenn

JABATAN OO PSPPI
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NOMOR DPA SKPD | Formulir

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA -

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH x.xx |xx|00/0o| 6 | 2! SKPD
3'2!

Provinsi/Kabupaten/Kota .......
Tahun Anggaran ......

Urusan Pemerintahan @ X0 coccevevvveeiiinne

Qrganisasi D00 8 o S

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode . Jumlah

Rekening e (Rp)

1 2 3
XX | XX | x0x | xx | xx
300 | 20¢ 1 %X | X0 | Xx
XX |06 |0 | xx | xx
2§ | 30 | x| xox
00| XX | 3¢ [ 3¢ | xx
X% [ 30¢ | 20 | xox | xx
XX | XK | XX § 3K | XX
X | 0¢ | 3¢ { x0¢ | xx
XX | XX |06 [ 30K | XK
XX | XX § x| 0¢ | xx
¢ | 3¢ | 3ok | 3 | xx
X} XX | 0c | x0x | xx
XK | XX [ %X | 3K | XX
XX | 30¢ | 30¢ | x| xx
30X | 30¢ | 30 | 3¢ | xx
xx | % | ¢ | 3¢ | xx
XX | 30K | 3¢ | x| xx
3K | 3¢ | 3¢ | 30K | Xx

Jumiah Pengeluaran

Rencana pengeluaran pertriwulan

........ [tanggal...........
Triwulan 1 (s S Mengesahkan,
Triwulan 11 RP v, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IIT 3o SOOI
Triwulan IV |33 IO (tanda tangan)
Jumiah Rp..................
(nama lengkap)

NIP,
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Cara Pengisian Formulir DPA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1.

10.

11,
12.
13.

14,
15,

Nomor DPA - SKPD diisi dengan nomor kode urusan Pemerintahan, nomor kode organisasi
SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan
kode 00, nomor kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode
kelompok pengeluaran pembiayaan diisi dengan kode 2.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah dan nama
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.

Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan kerja perangkat daerah

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok/jenis/objek/rincian
objek pengeluaran pembiayaan .

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pengeluaran
pembiayaan.

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumiah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang
merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk
dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumiah obyek pengeluaran
merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam obyek pengeluaran pembiayaan bersangkutan.

Baris jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumiahan seluruh jenis pengeluaran
pembiayaan.

Rencana pengeluaran per triwulan diisi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan setiap
triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan.

Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.
Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4
dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan
anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan
mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.

Formulir DPA - SKPD 3.2 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA - SKPD.
Formulir DPA - SKPD 3.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila Formulir DPA - SKPD 3.2 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor
urut halaman.

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA - SKPD 3.2.

Formulir DPA - SKPD 3.2 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan
mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai yang bersangkutan.

“ coret yang tidak perlu

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

H. MOH. MA'RUF, SE.




